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Deskripsi Singkat MK

Mata Kulioh Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum di Indonesia yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang
menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada
sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana

Materi Pembelajaran/

Mata Kuliah Ini Membahas Tentang Sistem Peradilan Pidana, Sistem Inquisitorial, Sistem Adversarial, Dikotomi Konsep Adversarial dan Inquisitorial, Model

Pokok Bahasan Sistem Peradilan Pidana (Crime Control Model dan Due Process Model), Sejarah Hukum Pidana di Indonesia, Rancangan Perubahan KUHAP, Penyelidikan
dan Penyidikan, Upaya Paksa, Penuntutan dan Surat Dakwaan, Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Eksepsi, Hak-hak Tersangka /
Terdakwa, Perlindungan Terhadap Saksi, Hak Acara Pemeriksaan Pidana, Pembuktian, Alat Bukti dalam Peradilan Pidana, Putusan dan Eksekusi dan
Upaya Hukum
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Media Pembelajaran

White board, spidol, Laptop,LCD dan multi media class equip ment

Team Teaching
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Minggu Ke-

Kemampuan Akhir yang
diharapkan (Sub-CP MK)

Indikator

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

Kriteria, Bentuk dan Bobot
Penilaian

1

Mahasiswa Memahami Dan
Mengerti Pengertian Sistem
Peradilon Pidana dan Sejarah
Hukum Pidana di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana

1
2.
3.
4.

5.

Sistem Peradilan Pidana

Sistem Inquisitorial

Sistem Adversarial

Dikotomi Konsep Adversarial dan
Inquisitorial

Model Sistem Peradilon Pidana
(Crime Control Model dan Due
Process Model)

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

1

2.
3.

4.

5

Sebelum dan pada saat Zaman
Kolonial

Setelah Kemerdekaan

Setelah Undang-Undang Darurat
Nomor 1 Tahun 1951

Setelah Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981

Rancangan Perubahan KUHAP

1. Sistem Peradilan
Pidana
2. Sejarah Hukum

Pidana di Indonesia

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

Test

Uraian

Membuat Resume
Membuat Makalah

pwpe

Mahasiswa Mampu
Menguraikan Dan Menjelaskan
Penyelidikan dan Penyidikan

Pen
1.

PWN

7.

8.

yelidikan dan Penyidikan:

Pengertian

Penyelidik dan Penyidik
Kewenangan Penyelidik
Penyidik, Penyidik Pembantu
dan Penyidik PPNS

Penyelidik dan Penyidik di luar
POLRI

Koordinasi Penyelidik dan
Penyidik POLRI dengan Penyidik
PPNS dan Penyelidik dan
Penyidik di luar POLRI
Proses Penyelidikan
Penyidikan
Pelanggaran Hak Asasi Manusia
dalam Penyidikan

dan

Penyelidikan dan

Penyidikan

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

Test

Uraian

Membuat Resume
Membuat Makalah

pwps

Mahasiswa Mampu
Menguraikan Dan Menjelaskan
Tentang Upaya Paksa

Upaya Paksa:

1.
2.

Pendahuluan
Penangkapan

Upaya Paksa

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi

1. Test
2. Uraian
3. Membuat Resume




3. Penahanan 4. Membuat Makalah
4. Penggeledahan
5. Penyitaan
6. Pemeriksaan Surat
7. Penyadapan
4-5 Mahasiswa Mampu Memahami, | Penuntutan dan Surat Dakwaan: Penuntuton dan Surat | 1. Ceramah 1. Test
Menguraikan Dan Menjelaskan [1. Peran dan Fungsi Penuntut | Dakwaan 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Penuntutan dan Surat Umum 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Dakwaan 2. Prapenuntutan 4. Membuat Makalah
3. Surat Dakwaan
4. Penggabungan dan Pemisahan
Berkas Perkara
5. Pelimpahan Perkara
6. Penghentian Penuntutan
7. Penghentian/Pengenyamping
Perkara Demi Kepentingan
Umum
6-7 Mahasiswa Mampu Memahami, |1.  Praperadilan  dalom Sistem | Praperadilan dalom | 1. Ceramah 1. Test
Menguraikan Dan Menjelaskan Peradilan Pidana Indonesia Sistem Peradilan Pidana | 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Praperadilan dalom Sistem | 2. Sejarah Pengaturan | Indonesia , Sejarah | 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Peradilon Pidana Indonesia , Praperadilan di dalom KUHAP Pengaturan 4. Membuat Makalah
Sejarah Pengaturan | 3. Kewenangan Lembaga | Praperadilan di dalam
Praperadilan di dalom KUHAP, Praperadilan di Indonesia KUHAP, Kewenangan
Kewenangan Lembaga | 4. Acara Pemeriksaan Praperadilan | Lembaga Praperadilan
Praperadilan di Indonesia - |5. Konsep Hakim Pemeriksa | di Indonesia - Acara
Acara Pemeriksaan Pendahuluan di dalam | Pemeriksaan
Praperadilan, Konsep Hakim Rancangan KUHAP sebagai | Praperadilan, Konsep
Pemeriksa Pendahuluan di pengganti lembaga Praperadilan | Hakim Pemeriksa
dalom Rancangan KUHAP | 6. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Pendahuluan di dalam
sebagai pengganti lembaga Rancangan KUHAP
Praperadilan, Ganti Kerugian sebagai pengganti
dan Rehabilitasi lembaga Praperadilan,
Ganti  Kerugian dan
Rehabilitasi
8 Ujian Tengah Semester
9 Mahasiswa Mampu Memahami, | Eksepsi: Eksepsi, Jenis-jenis | 1. Ceramah 1. Test
Menguraikan Dan Menjelaskan [1.  Pengertian Eksepsi Eksepsi, Kompetensi | 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Eksepsi, Jenis-jenis  Eksepsi, (Kewenangan Mengadili) | 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Kompetensi (Kewenangan | Jenis-jenis Eksepsi: Badan Peradilan Pidana 4. Membuat Makalah

Mengadili) Badan Peradilan
Pidana di Indonesia

1.  Kompetensi (Kewenangan
Mengadili)

Badan Peradilan Pidana di

Indonesia:

1. Kompetensi Absolut Badan

Peradilan di Indonesia
2. Kompetensi Relatif

di Indonesia




3. Kompetensi Relatif Peradilan
Umum untuk Memeriksaq,
Mengadili dan Memutus Suatu
Perkara Pidana

4. Kewenangan Mengadili bagi
Pengadilan Tinggi

5. Sengketa Kewenangan Mengadili
10 Mahasiswa Mengerti Dan | Hak-hak Tersangka |/ Terdakwa, | Hak-hak Tersangka / 1. Ceramah 1. Test
Memahami Hak-hak | Perlindungan Terhadap Saksi [/ | Terdakwa, Perlindungan 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Tersangka / Terdakwa, | Korban dan Pihak -pihak Yang | Terhadap Saksi / Korban 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Perlindungan Terhadap Saksi / | Membantu Mengungkap Tindak | dan Pihak -pihak Yang 4. Membuat Makalah
Korban dan Pihak -pihak Yang | Pidana: Membantu Mengungkap
Membantu Mengungkap |[1. Hak Tersangka / Terdakwa Tindak Pidana
Tindak Pidana 2. Perlindungan Saksi dan Korban
3. Perlindungan Bagi Pihak Yang
Membantu Mengungkap Tindak
Pidana
1 Mahasiswa Mengerti Dan 1. Acara Pemeriksaan Pidana: Acara Pemeriksaan | 1. Ceramah 1. Test
Memahami Acara Pemeriksaan | 2. Acara Pemeriksaan Biasa Pidana 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Pidana 3. Acara Pemeriksaan Singkat 3. Diskusi 3. Membuat Resume
4. Acara Pemeriksaan Cepat 4. Membuat Makalah
5. Diversi
6. Video Conference
12 Mahasiswa Mengerti Tentang | Pembuktian Alat Bukti dalam | 1. Ceramah 1. Test
Pembuktian : Peradilan Pidana : 2. Tanya Jawab 2. Uraian
1. Pendahuluan 3. Diskusi 3. Membuat Resume
2. Teori-teori Sistem Pembuktian 4. Membuat Makalah
3. Sistem Pembuktion Menurut
KUHAP
4. Pembalikan Beban Pembuktian
5. Penerapan Exclusionary Rules di
Indonesia
13 Mahasiswa Mengerti Dan | Alat Bukti dalam Peradilan Pidana : Alat Bukti dalam 1. Test
Memahami Mengenai Alat |1. Pendahuluan Peradilan Pidana : 1. Ceramah 2. Uradian
Bukti dalom Peradilon Pidana | 2. Barang Bukti dan Alat Bukti 2. Tanya Jawab 3. Membuat Resume
3. Jenis Alat Bukti menurut KUHAP 3. Diskusi 4. Membuat Makalah
4. Perkembangan Hukum
Pembuktian dalam Peradilan
Pidana
14 Mahasiswa Mengerti Dan | Mengenai Putusan dan Eksekusi: Putusan dan Eksekusi 1. Ceramah 1. Test
Memahami Mengenai Putusan Pendahuluan 2. Tanya Jawab 2. Uraian
dan Eksekusi Penetapan 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Putusan Pemidanaan 4. Membuat Makalah

Putusan Bukan Pemidanaan
Eksekusi Pemidanaan
Hakim Pengawas Pengamat
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Mahasiswa Mengerti Dan | Upaya Hukum: Upaya Hukum 1.  Ceramah 1. Test

Memahami Mengenai Upaya [ 1. Pendahuluan 2. Tanya Jawab 2.  Uraian

Hukum 2. Jenis-jenis Upaya Hukum 3. Diskusi 3. Membuat Resume
3. Perlawanan 4. Membuat Makalah

Ujian ARhir Semester




